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KEFUTUSAN KEPALA DINAS PEMANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU EABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR : 503/ DPMPTSP/ KOMITMEN /IU- 10/ 17/1X / 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN [ZIN USAHA
| IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN FENDIDIKAN |
ATAS FAMA YAYASAN TAJUL ISLAM EDUEAST

HEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU BEATU PINTU
KABUPATEN ROKAN HULU,

Membacn i Surat Permohonan dari YAYASBAN TAJUL ISLAM EDUKAS] Nomor
002420/ TH-TI/IX/2020 wnggal 08 Seplember 2020 Prrhad
Permohonan Inn Operasional TE Tajul [slam

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4] Peraturan Pemerintab Nosser
24 Tahun 2018 Tentung Pelayanan Penzinan Berusabha Tenntegras
sccara Eleldronik, Izsin Usaha dan/misu Ifn Kosersmsl stsu
Opernmional berlaku efektfl setelah Prlaku Usahs meoyelessios
homitmen terkait dengan penzinan berussha yang dinjuken oleh
pemohon melalui Sistem Online Single Subminston (59

b. bahwa berdasarkan ketentuan  tersebut, peogsjuan Prrisnes
Berusahn oleh Pemohon untuk pengembangan usahs dan kegates
komersial ntau operasional wajib dilakukan pemohon melabus mste=
OSS sekaligus penerbitannya dilakukan setelah pemohon melengirars
data dan melakukan Pemenuhan Komitmen perisinan;

c. bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu (sesusi kewemangen
melalui Dwmnas Penanaman Modal dan Pelayanan Torpadu Sam: Par
KRabupaten Rokan Hulu melukukan pengawasan stas Pemesuban
Romitmen penizinan berusaha yang selanjutnye menjed: desar gtk
melakulonn validasi dan evaluasi periznan pads Sistes: GSS,

d, bahwa berdanarkan pertimbangan sebagatmanns huruf o, hural 5 des
huruf ¢, periu menctapkan Keputusan Kepala Dinas Prosssenss
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boloan Huds

Mengingat  : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 lentang
Pembentukan Kabupaten Pelalowan, Kubupaten Fokan Hobs
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten e
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Senging dan Kot
Batam [Lembaran Negara Republik Indonesis Tehun 1995 Kooy
181, Tambahan Lembsoan H@nﬂmﬂhmmm
schagaimana telah diubak beberapa kak, terakinr denges Undasg.
undang Republik Indonesin Nomor 34 Tahun 2008, tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Repubiik Indonese Momes




4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Dasrah [Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembarun Negara Republik Indonesia
Homor 5587) schagmmana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomer 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua atas Undmng-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntah Daerah Segara Bepublik Indonesia Tahun 2015 Somor
58, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesin Nomor 56749,

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kescjahleraan Anak:
4, Undang-Unding Nomor 23 Tahin 2002 fentang Perlindungan Annk

5, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidilan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor $301;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggurann Pendidikan [Lembaran Negara Repubilik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembarsn Negara
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah dmbah dengan
Perafuran Pemenniah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan
alas Peraturan Pomermtsh Nomor 17 Tahun 2010 teniang
Pengelolaan dan Peoyelenggerasn Pendidikan [Lembaren Negars
Republik Indonesin Tahun 2010 Nomor 112, Tambahen Lembaran
Negara Republik Indonesis Nomor 5157);

7. Peraturan Pemernintah Nomor 24 Tahun 2018 ientong Pelsvanan
Periznnan Berusahn Terintegrasi secarn Elektronik;

8, Peraturan Menten Peodidikan dan Kebudayvaan REepublik Indonesia
MNomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinnn Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik di Seltor Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Dacrah Nomor 4 Tehun 2017 Tanggal 22 Agustus 2017
fentang Penznan dan Non Penizinan;

10.Peraturan Bupati Rolan Hulu Nomor 10 Tahun 2019 temang
Pendelegasion Kewensngsn Perizinan dan Non Perizinan pads Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Ksbupaten
Rokan Hulu scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan Bupati
Rokan Hulu Nomor 36 Tohun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupat Rokan Hulu Nomeor 10 Tahun 2019 tentang
Pendelegasian Kewenangan Perzinan dan Non Periginan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Rokan Hulu (Berita Deerah Kabupaten Rokan Hulu Tehun 2020
Nomaor 37);

I 1. Pertimbangan Telmis dari Dinas Pendidilcan, Pemuda dan Ol
Kabupaten Rokan Hulu Nomor @ 421.1/DPPO-PAUD-
Dikmas /4382020 tanggal 24 September 2020,

i



Menetapkan - MEMUTUSKAN

HESATY Persetujuan Pemenuhan Komitmen [rn Usaha terschut merupakan
kelenghapan ndministrasl dar perizinan berusuha yang diterbitkan oleh
Lembaga 0SS dengan urainn sebagai berikut:
Nama Yayasan - YAYASAN TAJUL ISLAM EDUKASI
Nama Sekolah ¢ TK TAJUL ISLAM
Nama Penanggung Jawsb 1 LENI MARLINA
Alumat Yayasan ¢ RT. 001 RW, 002 Desa Kepenuhan Timur
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rolkan
Hulu
Lokasi Sekolah - RT. 001 RW, 002 Desa Kepenuhan Timur
Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan
Hulu
Nomaor Telepan T -
Jenis Useha (KBRLI) . A5132 (Pendidikan Taman Kanak-Kanak
Swasta/Raudstul Athfal/Bustanul Athial
Nomor Induk Berusaha : 0231000921871
KEDUA . Persetujuan Pemenuhan Komitmen lzin Usaha scbagaimana dimaksud
dalam Diktum Pertama berlaku seloma pelaku usaha menjalankan
unnhaEnya.
KETIOA : Pimpinan/Penanggung Jewab dalam menyelenggaraken kegiatan usahs

wajib memsamhi ketrmiuan peraturan perundang-undangan y=ng
berlaku dan Surat Keputusan ini dibatalkan demi hukum apabila
bertentangan dengan ketentuan dintas.

KEEMPAT  : Yayasan/Penyelenggarn Sekolah Swasta yang tersebut  dalam
Persetujuen ini Wajib Mentaatl Petunjuk Telnis dari Dinas Pendidiken
Kabupaten Rokan Hulu

KELIMA ¢ Apabila Yayasan/Penyelenggarn Sekolsh Swasta vang tersebut dalam
persefujuan ini mengalihkon pengelolaan Sekolah Swasta pada pihak
lin, maks persetujuen Pendirinn Selcolah Swasta ind dinyatakan batal
dan tidak berlaku lag.

KEENAM : Keputusan ini mula beriaku sejak tanggnl ditetapkan, dengan
ketentuan apabila di kemudian han terdapat kekeliruan nkan ditinjau
kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkon di Pasir i
Pada Tanggal 25 September 2020
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Tembusan disampaikan kepada Yth ;
1. Bupati Rokan Hulu (sebegai laparan)
% Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Rokan Hula



